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Menimbang :

Mengingat :
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BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN PENGADAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

bahwa dalam rangka memberikan kemanfaatan atas tanah
yang berada di Wilayah Kabupaten Kolaka kepada seluruh
Stake Holder didaerah, perlu ditata dan diatur lebih baik;

bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pengelolaan
Pengadaan Tanah; ’

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan daerah TK II. Kolaka di Sulawesi ( Lembaran
Negara RI Tahun 1959 ,Nomor 74,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok —
Pokok Agraria; '

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umumu;
Undang -~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara .Repubik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahuin 2014 tentang
Perubahan tasa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
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8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah
Kabupaten Kolaka;

Memutuskan :

Menetapakan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENGELOLAAN
PENGADAAN TANAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka; |
4

. Fasilitas Umum adalah Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh
Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan urusan di
Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan
termasuk digunakan untuk kegiatan — kegiatan Sosial dan Keagamaan;

S. Investasi adalah Kegiatan — kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi
dan atau Badang Hukum untuk membangun Sarana dan Prasarana guna
mendukung usaha dan aktifitas dalam menanamkan modalnya di Daerah
ini;

6. Pengelolaan Pengadaan Tanah adalah Sistem Pemberian Tanah didaerah

ini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui
Bupati Kolaka;

BAB II
PENGELOLAAN PENGADAAN TANAH
Pasal 2

Pengelolaan Pengadaan Tanah didaerah ini sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 ayat (6) dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

a. 30% dari luasan Tanah diperuntukkan untuk kegiatan investasi.

b. 30% dari luasan Tanah diperuntukkan untuk fasilitas umum.

40% dari luasan Tanah diperuntukkan bagi kawasan pemukiman
masayarakat.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

1. Hal - hal sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kolaka
Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 19 September 2014
éUPATI KOLAKA, Y~ *
[H. AHMAYP SAFEI
- Di Undangkan di Kolaka '

Pada Tanggal 19 November 2014
6/ SEKRETARIS DAERA}lg/
.
/(— H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR
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